
WALIKOTA DENPASAR 

PROVINSI BALI 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 

TAHUN 2021  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DENPASAR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12  Tahun 2 0 1 9  ten tang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pergeseran 

anggaran dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan; 

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 202 1  

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022, sudah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan Pembangunan Daerah dan kondisi 

saat ini sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 76 Tahun 2021  tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

1. Pasal 18  Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ;  



2 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3456); 

3 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021  tentang Harmonisasi Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021  

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

4 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 7 Tahun 2021  tentang Harmonisasi 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021  Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

5 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;  

6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2019  tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  

Nomor 183 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398);  

7 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) ;  



8 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 2 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028);  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2 0 1 2  tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2  

Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2 0 1 0  ten tang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 123 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) ;  

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2 0 1 7  tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2 0 1 7  tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 106,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2 0 1 9  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 42,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;  

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13  Tahun 2 0 1 9  ten tang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 9  Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323) ;  



17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Pedoman Pengelolaan 

Daerah (Berita Negara Republik 

Nomor 754) ;  

18 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2 0 1 3  

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3  Nomor 1425)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9  ten tang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2 0 1 9  Nomor 1447) ;  

1 9 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8  tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2 0 1 5  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  

Nomor 157) ;  

20 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19  Tahun 2 0 1 6  

tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 547) ;  

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2 0 1 7  

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 7  Nomor 1067) ;  

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018  

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 8  Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2 0 1 8  tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) ;  

Nomor 52 Tahun 2 0 1 2  

Investasi Pemerintah 

Indonesia Tahun 2 0 1 2  



23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

581 )  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 

Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021  Nomor 9 1 0 ) ;  

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman 

(Berita Negara 

Nomor 1 7 8 1 ) ;  

25 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 4 3 1 ) ;  

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);  

27 .  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2021  Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran 

Daerah Tahun 2021  Nomor 1 ) ;  

28.  Peraturan Daerah Nomor 13  Tahun 2021  tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 

2021  Nomor 13 ) ;  

29 .  Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021  tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar 

Tahun 2021  Nomor 76; 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

Republik Indonesia Tahun 2020 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2021  TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal l  

Ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 

2021  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Kota Denpasar 

Nomor 76) diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kota Denpasar. 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 24 Februari 2022 

WALIKOTA DENPASAR, 

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

Diundangkan di Denpasar 

pada tangg ebruari 2022 

BE A DA RAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 5 

Stamp

Stamp


